BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Penerapan Perpu menjadi sebuah hak progratif Presiden, yang di
landasakan oleh sebuah keadaan yang memaksa. Yang tentunya
seharusnya dapat dikeluarkan tidak berdasarkan sebuah pandangan yang
subyektif. Presiden selaku pemimpin Negara harus dapat menjelaskan
semua pertimbangan yang dimiliki untuk menerbitkan sebuah Perpu.
Kriteria kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang semestinya diatur dengan jelas
dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, agar terwujud suatu
mekanisme kontrol yang lebih baik dalam pembentukan Perpu. Namun
sampai saat ini, baik di Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maupun Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, yang menyebutkan tentang kewenangan Presiden
menetapkan Perpu yang didasarkan pada hal ihwal kegentingan yang
memaksa, tidak memuat parameter yang jelas mengenai kegentingan
yang memaksa tersebut. Sebelum adanya satupun peraturan perundang-
undangan yang secara eksplisit mengatur kriteria kegentingan yang

memaksa yang menjadi dasar baik bagi Presiden menetapkan Perpu
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maupun bagi Dewan Perwakilan Rakyat menerima atau menolak
pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Perpu,
berdampak pada rentannya Presiden dan DPR memanfaatkan Perpu

sebagai alat kepentingan politik semata.

Dampak dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juga mencederai supremasi hukum
yaitu menghapus pasal-pasal yang mengatur proses pembubaran ormas,
yang harus melalaui putusan peradilan. Sehinggga pemerintah seperti rezim
diktator yang melakukan penyimpangan terhadap konsep pemisahan
kekuasaan, yang dalam hal ini pemerintah mengambil kewenangan
supremasi hukum yang menjadi kewenangan lembaga yudikatif. Namun
pada kenyataanya keadaan tersebut tidak benar-benar terbukti dan klaim
pemerintah dianggap tumpang tindih peraturan. Sehingga keputusan
pemerintah  dalam mengeluarkan Perpu ormas bertujuan untuk
membubarkan ormas tertentu karena alasan kepentingan tertentu. . Dapat
dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini

adalah bentuk rezim pemerintahan saat ini.

B. Saran
1. Menurut penulis sebaiknya Mahkamah Konstitusi mengkaji lebih lanjut
tentang pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena menurut Undang-Undang

nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan sudah ada
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aturan yang mengatur tentang sanksi administratif dan sanksi pidana
terhadap Organisasi Kemasyarakatan.

Diharapkan dalam membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan
seharusnya Pemerintah agar lebih selektif dalam membuat Perundang-
Undangan seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tentang Organisasi Kemasyarakatan yang timpang tindih dengan
Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan dan juga Undang-Undang
HAM, agar tidak lagi terjadi masalah dalam sistem ketatanegaraan di

Indonesia.
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